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ABSTRAK 

 

KLAUSUL PENYELESAIAN SENGKETA GANDA DALAM SUATU AKTA 

NOTARIS 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis klausul penyelesaian sengketa yang 

terdapat lebih dari satu pilihan (ganda) yang tercantum dalam suatu akta Notaris. 

Penelitian ini termasuk tipe penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute 

approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa Notaris dalam membuat suatu akta dapat melakukan 

kesalahan materiil seperti kesalahan isi akta, sebab cacat kehendak, serta 

perbuatan melanggar hukum. Akibat hukum dari suatu akta Notaris yang memiliki 

kesalahan materiil adalah kekuatan pembuktian dari akta tersebut dapat 

terdegradasi sebagai akta dibawah tangan, batal demi hukum, serta dapat 

dibatalkan. Jadi dalam setiap perjanjian (secara umum) atau yang dituangkan ke 

dalam akta Notaris yang menyangkut hak dan kewajiban para pihak, selalu 

terdapat klausul penyelesaian sengketa. Kesalahan isi akta bisa terjadi dalam 

klausul penyelesaian sengketa ini. Seharusnya klausul penyelesaian sengketa 

tersebut memilih dan menentukan satu saja. Yang terjadi di lapangan, terdapat 

akta Notaris yang memuat klausul penyelesaian sengketa bersifat alternatif yaitu 

“Jika terjadi sengketa, maka para pihak akan menyelesaikan melalui Pengadilan 

Negeri dan/atau Arbitrase.” Klausul seperti ini tidak bisa dilaksanakan karena 

penyelesaian sengketa harus memilih satu saja dan tidak boleh alternatif. 

Akibatnya, akta ini tidak dapat diterima baik di Pengadilan Negeri maupun 

lembaga arbitrase seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Cara yang 

bisa ditempuh adalah para pihak yang bersengketa dapat mengajukan gugatan ke 

Pengadilan Negeri untuk meminta penegasan tata cara penyelesaian sengketa 

tersebut atau bisa dengan datang ke hadapan Notaris untuk membuat Akta 

Kompromis. 

Kata Kunci: Klausul Penyelesaian Sengketa, Akta Notaris, Lembaga 

Peradilan, Lembaga Arbitrase, Akta Kompromis 
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ABSTRACT 

 

MULTIPLE DISPUTE SETTLEMENT CLAUSES IN A NOTARIAL DEED 

 

This study aims to analyze the clauses of dispute settlement where there are more 

than one (multiple) options listed in a notarial deed. This research is a type of 

normative juridical research. The approach used in this research is a statute 

approach and conceptual approach. The results showed that the Notary in making 

a deed can make material errors such as errors in the contents of the deed, because 

of defects in will, and unlawful acts. The legal consequence of a notarial deed that 

has a material error is the strength of the proof of the deed can be degraded as an 

underhand deed, null and void, and can be canceled. So in every agreement (in 

general) or that is poured into a Notary deed concerning the rights and obligations 

of the parties, there is always a dispute resolution clause. Mistakes in the contents 

of the deed can occur in this dispute resolution clause. The dispute resolution 

clause should select and determine only one. What happened in the field, there 

was a Notary deed which contained an alternative dispute resolution clause, 

namely "If a dispute occurs, then the parties will resolve it through the District 

Court and/or Arbitration." Clauses like this cannot be implemented because the 

dispute resolution must choose only one and there can be no alternative. As a 

result, this deed cannot be accepted either in the District Court or in arbitration 

institutions such as the Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). The way that 

can be taken is that the disputing parties can file a lawsuit to the District Court to 

ask for confirmation of the procedure for resolving the dispute or the disputing 

parties can come to a Notary to make a Deed of Compromise. 

 

Keywords: Dispute Settlement Clauses, Notarial Deed, Judiciary Institutions, 

Arbitration Institutions, Deed of Compromise 
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RINGKASAN 

KLAUSUL PENYELESAIAN SENGKETA GANDA DALAM SUATU AKTA 

NOTARIS 

 

 

Tesis ini dibagi dalam 4 bab atau bagian sebagai berikut: 

Bab I, pendahuluan, yang menguraikan latar belakang pemikiran dasar 

dari penulis mengenai fakta hukum atau isu hukum yang akan diteliti. Isu hukum 

yang timbul dari fakta hukum tersebut kemudian dirumuskan ke dalam rumusan 

masalah. Setelah ditetapkan rumusan masalah, timbul tujuan dan manfaat 

penelitian yang akan dirasakan bagi kepentingan akademis dan kepentingan 

praktisi. Kemudian diterangkan metode penelitian yang digunakan peneliti untuk 

menganalisis guna menentukan hasil penelitian. Setelah itu sistematika penulisan 

yang menjelaskan gambaran umum dari penelitian yang akan ditulis oleh penulis. 

Bab II, tugas dan tanggung jawab Notaris dalam mencantumkan klausul 

lebih dari satu pilihan penyelesaian sengketa dalam suatu akta Notaris. Bab ini 

mengulas sekaligus menjawab rumusan masalah pertama. Hasil analisa bab kedua 

ini adalah akibat hukum pada akta autentik apabila ada kesalahan atau kekeliruan 

dari akta yang dibuat oleh Notaris akan berakibat fatal dan menjadi perbuatan 

melawan hukum. Khususnya apabila mencatumkan lebih dari satu forum 

penyelesaian sengketa dalam suatu akta, maka klausula penyelesaian sengketa 

yang disepakati oleh para pihak dalam perjanjian tersebut menjadi tidak jelas dan 

dapat merugikan pihak yang membutuhkan keadilan. Notaris juga memiliki 

tanggung jawab secara administrasi terhadap akta yang dibuatnya. Menurut 

UUJN, sanksi administrasi terdapat 5 (lima) jenis apabila Notaris melanggar 
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ketentuan yang terdapat dalam UUJN yaitu peringatan secara lisan, peringatan 

secara tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, serta 

pemberhentian dengan tidak hormat. 

Bab III, solusi penyelesaian terhadap akta Notaris yang tidak dapat 

diterima, baik oleh Pengadilan Negeri maupun di luar Pengadilan Negeri yang 

dalam hal ini melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Bab ini 

mengulas sekaligus menjawab rumusan masalah kedua. Hasil analisa bab ketiga 

ini adalah menurut Habib Adjie, cara yang bisa ditempuh apabila suatu akta 

Notaris tidak diterima baik di Pengadilan Negeri maupun lembaga arbitrase 

seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), maka para pihak yang 

bersengketa dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri untuk meminta 

penegasan tata cara penyelesaian sengketa tersebut. Cara selanjutnya bisa dengan 

datang ke hadapan Notaris untuk membuat Akta Kompromis. Peran Notaris juga 

cukup penting terkait dibuatnya ketentuan arbitrase oleh para pihak. Notaris bisa 

menumbuhkan budaya arbitrase minded pada masyarakat dengan memberikan 

penyuluhan hukum terkait klausul arbitrase, apa saja kelebihan cara penyelesaian 

sengketa melalui arbitrase dibandingkan lembaga peradilan. Notaris juga harus 

bisa membuat klausul arbitrase yang benar dan tidak hanya ala kadarnya yang 

biasanya berbunyi “Penyelesaian sengketa menggunakan arbitrase” saja tanpa 

dilengkapi dengan model arbitrase yang dipilih. 

Bab IV, penutup yang merupakan kesimpulan atas pembahasan semua 

bab dalam tesis ini yang menghasilkan suatu konklusi, selanjutnya dari konklusi 
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tersebut dalam bab keempat ini diberikan saran untuk dijadikan alternatif 

pemecahan masalah atas masalah yang dibahas. 
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